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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA
2.1. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian . Beberapa hasil penelitian yang mengkaji dimensi, aspek dan unsur dari fungsi administrasi secara luas dikemukan dalam pembahasan dibawah ini :
1. Hasil Penelitian Madya (2011)

Madya (2011) melakukan penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini didasarkan pada masalah evaluasi kebijakan izin mendirikan bangunan di kabupaten Bogor belum effektif yang ditandai dengan masih banyaknya bangunan di kabupaten Bogor yang melanggar koefisien dasar bangunan dan bangunan yang melanggar rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor.

Peneliti melakukan evaluasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bogor meliputi Perumusan Kebijakan, Evaluasi Imflementasi Kebijakan dan Evaluasi Lingkungan Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bogor. 


Penelitian Evaluasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bogor digunakan metode kwalitatif. Dengan methode teknik wawancara mendalalam dengan pihak evaluator yang sudah pernah melakukan evaluasi kebijakan IMB di Kabupaten Bogor. Dengan metode ini peneliti memberikan laporan hasil proses data secara objektif tentang masalah yang diteliti dengan pendekatan deduktif yang kemudian melakukan ekplanasi sehingga dapat memberikan kejelasan secara tuntas dan dapat dipercaya serta memberikan makna terhadap berbagai data dan konsep pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor masih belum optimal sehingga salah satu indikator keberhasilan kebijakan masih belum tercapai yaitu pembangunan yang sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini disebabkan karena tidak adanya target yang ditetapkan dalam melakukan pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor, petugas pengawas bangunan yang masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kwantitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor, banyaknya instansi yang merlakukan pengawasan bangunan mengakibatkan pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor menjadi tidak effektif dan belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor.
2. Hasil Penelitian  Mulyana
Mulyana (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini didasarkan pada masalah kinerja pegawai Bagian Tata Usaha Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat masih rendah yang diduga disebabkan karena belum dilaksanakannya fakto faktor remunerasi secara effektif.  
Pendekatan dalam penelitian ini tentang kajian remunerasi dan kajian Kinerja Pegawai terutama Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dalam konteks implementasi kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan yaitu mehode deskriptif  kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menerangkan hubungan antar variabel, sekaligus menguji satu atau beberapa hipotesis yang telah dirmuskan.. deskriftif kuantitatif dilakukan dengan jenis metode penelitian ekplanatory research methode dengan teknik pengumpulan data angket sebagai instrumen utama dan didukung dengan wawancara serta observasi. Angket ditujukan kepada pegawai, sedangkan wawancara dilakukan kepada pimpinan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis jalur yang dikombinasikan dengan hasil wawancara dan hasil obsevasi. Penggunaan metode ini diharapkan daya prediksi dari keeratan hubungan antara dua variabel yang diteliti dapat diukur seakurat mungkin melalui teknik korelasi dan selanjutnya dianalisis serta dibandingkan antara teoridengan masalah yanga da untuk diambil kesimpulan.
Hasil Penelitian Mulyana (2010) diperoleh besaran nilai pengaruh remunerasi secara simultan terhadap kinerja pegawai pada bagian tata usaha Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dapat diterima, melalui hasil pengolahan data statistik dengan nilai besarnya pengaruh sebesar Rp. 91,6 %, sedangkan pengaruh lain (epsilon) yang turut memberikan pengaruh terhadap kinerja 8,4 %. Adapun pengaruh secara parsial meliputi : Remunerasi gaji 18,84 %, upah 23,12 %, insentif 47,45 % dan kompensasi tidak langsung 2.18 %, besar pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dapat diterima.
Kesimpulan penagaruh simultan bahwa terdapat besaran nilai pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat  Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Hal ini memberikan makna bahwa semakin efektif pelaksanaan remunerasi, semakin besar kinerja pegawai untuk memberi kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Adapun saran peneliti diungkapkan melalui saran akademik, saran praktis dan saran kebijakan.
 2.1.3. Relevansi dengan Hasil Penelitian Terdahulu
Setelah memaparkan hasil penelitian dari madya (2011) dan mulyana (2010), tabel berikut ini menunjukkan relevani keterkaitan antara hasil penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penelit:
Tabel.2.1
Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu dengan Tesis Peneliti
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Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2012
2.1.4. Lingkup Administrasi Publik
Administrasi Publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan kemajuan masyarakat yang dibarengi dengan perubahan paradigma berpikir. Kasim (1994 :2 ) menyatakan bahwa :
Perkembangan administrasi publik di suatu negara banyak dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, dimana keinginan masyarakat tersalur melalui sistem politik, sehingga administrasi publik dapat merasakan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang selalu berubah.
Pemahaman pernyataan tersebut bahwa administrasi berkembang seiring dengan perubahan yang terdapat di masyarakat yang tersalurkan melalui sistem politik yang terus berkembang.
Administrasi Publik (public administration) yang lebih  dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut administrasi publik. 
Kasim ( 1994 : 8 ) menyatakan :

   Administrasi Publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan,  melainkan pula terhadap implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan

Pemahaman di atas, memperlihatkan bahwa administrasi publik berdampak pada tingkat perumusan kebijakan, juga pada implementasi kebijakan karena administrasi publik memiliki tujuan program yang ditentukkan oleh para perumus kebijakan negara.
Administrasi telah di pandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakkan negara (public policy implementation}. Birokrasi pemerintah telah menjadi wadah perumusan kebijakan negara dan penentu utama kemana negara itu akan dituju. Pendapat tersebut didukung oleh Gordon dan Henry terjemahan Lontoh (1988:21-22) yang menyatakan :
Birokrasi pemerintahan semakin dituntut untuk menerapkan unsur-unsur efisiensi agar penggunaan sumberdaya berlangsung secara optimal disetor publik. Selain itu dituntut adanya keahlian administratif sehingga dapat diwujudkan pemerintah yang effesien atau dengan perkataan lain, pejabat dalam administrasi pemerintah dapat ditingkatkan menjadi lebih profesional

Berdasarkan pendapat tersebut sebaiknya birokrasi melakukan tindakan efesiensi dalam penggunaan perangkat lunak maupun perangkat keras dan juga menempatkan orang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Pendapat tersebut secara imflisit menganggap bahwa administrasi publik terlibat dalam proses kebijakkan publik. Terminologi kebijakan publik (public Policy) itu sendiri menurut Wahab ( 1997:2), bahwa :

Kebijakan Publik menggunakan istilah yang berbeda beda karena memang ada yang menggunakan terminologi public policy dengan istilah kebijakan publik dan ada pula yang menggunakan istilah kebijaksanaan publik.

Tampaknya para ahli lebih banyak menggunakan istilah kebijakan publik Istilah kebijakan Publik mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan badan public yang bentuknya bisa berupa peraturan perundangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitikberatkan kepada  fleksibilitas sesuatu kebijakan. Adanya pengertian tersebut sebenarnya karena munculnya dua kontek istilah yang berbeda baik dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks inggris, sehingga mengembangkan pengertian dan makna yang berbeda pemahamannya.

Pemahaman makna yang berbeda antara istilah kebijakan publik dengan kebijaksanaan publik, tetapi hakekatnya kedua istilah tersebut terkait dengan rumusan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga lembaga kenegaraan sebagai hasil rumusan dari berbagai aspirasi yang diambil dari berbagai kelompok  kepentingan di dalam masyarakat . selanjutnya produk keputusan tersebut dijadikan sebagai produk administrasi public yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga Negara sebagai kebijakan Negara yang harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat yang menyeluruh.

Gordon dalam Kasim (1994) menyatakan pemahaman mengenai peran administrasi publik sebagai :
Administrasi Publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan , implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi public yang ruang lingkupnya mulai nencakup analis dan perumusan dan pengendalian pelaksanaan (policy analysis and formulation ), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan (policy Implementation) serta pengawasan melekat dan penilaian  hasil kebijakan tersebut (policy evaluation) 
Administrasi publik pada dasarnya tercermin dari tindakan individu sesuai dengan peranan dan jabatan yang dimplementasikan melalui peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan negara yang berlaku pada suatu nrgara yang mengeluarkan peraturan dan perundanan tersebut.  Selanjutnya Suradinata (1993 :34 ) menyatakan bahwa : 

Perkembangan lebih lanjut dari suatu administrasi publik sangat berkaitan erat dengan struktur birokrasi pemerintah (the government’s bureaucracy structure) , yaitu sebagai pengaturan organisasi dan konsep konsep dalam ilmu politik. Bahkan sekarang seiring dengan terjadinya fenomena baru berupa perubahan perubahan peran birokrasi kea rah paradigm baru, memandang birokrasi sebagai organisasi pemerintah yang tidak lagi semata mata hanya melakukan tugas tugas pemenuhan akan barang-barang publik (public good) tetapi juga melakukan dorongan dan motivator bagi tumbuh kembangnya peran serta masyarakat.
Hakekatnya administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik untuk dijadikan landasan dalam melakukan dan memberikan pelayanan pada masyarakat sebagai implementasi kebijakan publik. White dalam handayaningrat (1995:2) menyatakan bahwa :

Public administration consist of all those operations having for their purfose the fulfillment and enforcement of public policy (Administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara)

Pemahaman tersebut, tampak bahwa administrasi publik mencakup kegiatan Negara untuk mencapai kebijakan Negara secara keseluruhan. Menurut Atmosudirjo (1982:2) memberikan definisi administrasi publik sebagai “ organisasi dan administrasi dari unit unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan tujuan kenegaraan “ sedangkan Kristiadi (1994 :3 ) menyebutkan :
Tujuan kenegaraan sebagaimana dimaksud adalah upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan berbagai barang – barang public (public goods) dan memberikan pelayanan public (public service).
Pendapat tersebut tampaknya bahwa tujuan Negara diarahkan pada kesejahteraan rakyat dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang prima pada masyarakat. Siagian (1994:8) memberikan pengertian administrasi sebagai “ keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara”
Berdasarkan uraian diatas , jelaslah bahwa pendekatan administrasi publik berhubungan dengan peranan birokrasi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pengaruh perilaku aparatur dalam mengimplementasaikan berbagai kebijakan publik akan mewarnai budaya organisasi birokrasi yang pada giliranya akan berpengaruh pada tingkat kinerja birokrasi dalam sistem administrasi publik secara keseluruhan.
 Pendekatan Administrasi Publik sebagaimana diuraikan di atas, sangat berhubungan dengan aparatur pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Hal ini dinyatakan oleh Wahab (1997:41) yang menyatakan bahwa :

Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pegawai sektor pemerintah (Public bureaucrats) yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan umum (public good)
Pemahaman di atas, tampak bahwa pembuat kebijakan publik itu sendiri dari pejabat publik yang bertugas menjadi pemikir guna memberikan pelayanan umum. Selanjutnya Wahab ( 1997 :48 ) yang mengutip dari Fisterbuch membagi kebijakan publik ke dalam lima unsur  sebagai berikut :
1. Keamanan (securuty).

2. Hukum dan ketertiban umum (law and orde)

3. Keadilan (justice) 

4. Kebebasan

5. Kesejahteraan

Penyelenggaraan berbagai kegiatan di atas, pada dasarnya merupakan kegiatan administrasi publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Adanya kesejajaran fungsi antara politik dan administrasi dalam praktek kenegaraan, menjadikan politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan administrasi telah membantah pendapat yang mendikotomikan antara politik dan administrasi, sebagaimana dinyatakan Goodnow dalam Islamy ( 1994 :3 ) bahwa :
Pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda (two distinct functions of goverment) , yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi, fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau perumusan pernyataan keinginan negara (has to do with polices or expressions of the state will), sedangkan fungsi administrasi adalah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan – kebijakan tersebut (has to do with the execution of the policies).
Pendapat yang lain tidak sedikit yang menyatakan bahwa pada kenyataannya pakar administrasi menyetujui adanya dikotomi antara politik dan administrasi sebagaimana dikemukakan Godnow. Karena pada dasarnya peranan birokrasi pemerintah bukan saja melaksanakan kebijakan negara, tetapi juga berperan pula dalam merumuskan kebijakan. Peranan kembar yang dimainkan oleh birokrasi pemerintah tersebut, memberikan gambaran tentang pentingnya admninistrasi publik dalam proses politik.
Konteks di atas, secara praktis menyatakan bahwa tugas birokrasi Pemerintah Indonesia merupakan sebagian saja dari fungsi administrasi publik, karena lebih banyak sebagai pelaksana (the execution or implementation) atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan badan politik melalui mekanisme dan proses politik dalam sistem Demokrasi Pancasila yang telah dianut selama kurun waktu setengah abad. Dalam konteks perumusan kebijakan, maka peran administrasi publik sebagaimana dikemukakan Presthus dalam Kristiadi (1994: 24) bahwa :

Public administration involves the implementation of public policy which has been determined by representative political bodies. (Adminstrasi publik menyangkut implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. 
Pernyataan tersebut, mengindikasikan bahwa administrasi bukan sekedar melaksanakan kebijakan negara ( public policy) dan penentuan tujuan serta cara-cara pencapaian tujuan negara tersebut. Dalam konteks ini , maka administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan badan – badan eksekitif melainkan pada seluruh lembaga-lembaga negara satu sama lainnya. Dengan demikian, perumusan kebijakan negara (public policy) yang semula merupakan fungsi ploitik telah menjadi fungsi administrasi publik.
Uraian di atas, menunjukkan bahwa administrasi publik yang dalam tingkat operasional dilakukan oleh birokrasi pemerintah memiliki peranan yang yang lebih besar karena banyak terlibat tidak hanya dalam tingkat implementasi kebijakan (policy implementation) dan evaluasi kebijakan (public policy evaluation ).
 
Peranan administrasi publik dalam proses poltik, menurut islamy (1994 : 9) “telah semakin dominan, yaitu terlihat dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan negara” . Dengan kata lain, administrasi publik tidak hanya memainkan peranan instrumental (instrumental role) saja melainkan juga aktif dalam peranan politik. Dengan demikian perumusan kebijakan negara merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi publik.

Administrasi publik mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, diantaranya melaksanakan kebijakan publik dengan penuh kesungguhan. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Piftner dan Presthus dalam Silalahi (1989:18) yang menyatakan bahwa :

Public administration may be defined as the the coordination of individuals and group efforts to carry out public policy (Administrasi Publik kiranya dapat dirumuskan sebagai sarana koordinasi dari individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan kebijakan negara)/
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa hubungan antara kebijakan administrasi publik dan kebijakan negara yang pada unsurnya dapat dilihat dari fungsinya. Menurut Silalahi (1989:21) tingkat rumusan haluan negara meliputi :

1.Tingkat kelembagaannya, sedangkan perumusan adalah mencanangkan dan menetapkan lembaga yang berperan sebagai perumusan kebijakan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
   a. Mempunyai wewenang untuk menetapkan atau menentukkan kebijakan yang harus diikuti oleh pemeintah;
   b. Mempunyai wewenang untuk menyatakan kehendak publik dalam bentuk hukum

 2.Tingkat pelaksanaan haluan negara dalam pengertian administrasi negara mencakup tingkat pelaksanaan haluan negara dan sering disebut sebagai tingkat administrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa hubungan antara kebijakan adminisrasi publik dan kebijakan negara yang pada unsurnya dapat dilihat dari fungsinya. 
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, sangatlah jelas bahwa terdapat hubungan antara kebijakan negara dengan administrasi publik.
2.1.5. Lingkup Kebijakan Publik
Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS merupakan suatu kebijakan . Dye (1978) dalam Suyatna (2009: 9)  menyatakan bahwa: “Kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu “. Melalui definisi ini didapat pemahaman bila pemerintah mengambil keputusan berarti memilih sesuatu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
Kebijakan Publik menurut Carl Frieddrich dalam Suyatna (2009:3) yang mengatakan bahwa :

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan–kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Konsep kebijakan ini menitikberatkan kepada apa apa yang sesungguhnmya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.
Sebagai suatu penuntun, maka kebijakan publik memberikan arah tindakan bagi perilaku di masa depan sekaligus merupakan suatu kesatuan arah bagi sejumlah programdan proyek yang membutuhkan keputusan-keputusan besar dan kecil. Arah tindakan ini dihasilkan melalui proses pemilihan oleh pengambil kebijakan dari sejumlah alternatifpilihan yang tersedia sehingga tindakan ini merupakan tindakan yang disengaja. Pilihan tersebut tidak bermaksud memecahkan semua masalah, tetapi memberikan solusi dari suatu situasi yang terbatas. 
Mirip dengan definisi di atas,. Anderson oleh Suyatna (2009:3) merumuskan kebijakan sebagai “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”.  Pemahaman definisi tersebut adalah apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud 
Islamy (1994 :20-21) selanjutnya mengemukakan empat ciri penting dari kebijakan publik sebagai berikut:
1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuknya berupa penetapan tindakan - tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata:
3. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatumempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.”
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan public merupakan suatu fenomena yang kompleks karena ada variasi kompleksitas, melibatkan multiaktor dengan beragam kepentingan di mana masing-masing pihak mencermati kebijakan dari perspektifnya masing-masing. Mengingat kompleksitas konteks kebijakan publik, maka pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dituntut untuk mampu memilih alternatif keputusan secara tepat dengan berorientasi pada sebesar mungkin kepentingan masyarakat.
2.1.6. Lingkup Evaluasi Kebijakan 
Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus dievaluasi. Dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungkjawabkan pada konstituennya. Sejauhmana tujuan dicapai . Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
Menurut Sulistiyowati (132) dalam kamus lengkap bahasa indonesia “mengartikan evaluasi sebagai penilaian “,  Anderson dalam Suyatna (2009:60) mengatakan :
Policy evaluation can be briefly defined as the appraisal or assessment of policy, including its contnt, implementation and inpact’ (Evaluasi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai penilaian atau pengukuran kebijakan, termasuk isi, implementasi dan dampaknya )
       
Pemahaman pendapat tersebut di atas bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian atau pengukuran  kebijakan yang tidak hanya implementasi saja tapi juga tentang isi dan dampak kebijakan.
 Nugroho (2004:184) mengatakan bahwa : “Sesungguhnya evaluasi mempunyai tiga lingkup makna yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan pekerjaan “.
Pemahaman definisi diatas, mengartikan bahwa inti dari evaluasi adalah untuk menilai kebijakan dimana penilaian tersebut meliputi penilaian perumusan kebijakan, implementasi kebijakan maupun penilaian lingkungan kebijakan.
Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan kepada seluruh proses kebijakan seperti yang dikemukakan Lester dan Stewart (2000;126) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda yaitu :
1. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Hal ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor apa yang menyebabkannya.
2. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Pemahaman teori tersebut menerangkan bahwa evaluasi kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih tujuan yang diinginkan. 
Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam
 analisis kebijakan. Evaluasi   merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat positif 
akan di peroleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dunn, (2003:609-611) mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni:
1. Evaluasi memberi informasi yang  valid dan dapat  dipercaya  mengenai kinerja kebijakan, yaitu  seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 
pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, anlis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan
 pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, subtantif). 
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan 
pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. 
4. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Berdasarkan pendapat Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari  kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan.

Selain hal tersebut di atas,  mengikuti  Samodra dkk dalam Nugroho (2004 : 186-187) evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini 
evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. 
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut. 
Berdasarkan pendapat tesebut bahwa dengan evaluasi kebijakan dapat dilihat bagaimana realita dari suatu kebijakan, apakah suatu kebijakan sudah sesuai dengan standar dan prosedur, bagaimana output dari kebijakan apakah sampai pada sasaran atau tidak dan bagaimana akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.  
Sedangkan menurut Jones (1977) dalam   Suyatna  (2009:60) menyatakan  bahwa:
Evaluasi dapat dipakai dengan dua tujuan : pertama untuk menilai hal-hal yang terjadi pada keseluruhan (semua) proses kebijakan dan kedua sebagai suatu usaha yang sistematis untuk menilai manfaat program-program pemerintah tertentu.

Penjelasan diatas adalah bahwa kegiatan pertama dilakukan pemerintah untuk melihat kembali atau mengantantisifasi atau menilai semua kemajuan-kemajuan yang dicapai  pemerintah , sedangkan kegiatan kedua adalah usaha mengidentifikasi metode metode sistimatis untuk menilai proram – program pemerintah misalnya dengan metode ekspremental, perbandingan, replikasi atau analisis biaya keuntungan.

Kegiatan penilaian menurut Jones ( 1977)  dalam Suyatna (2009 :62 ) bahwa :
Kegiatan penilaian pada fase proses kebijakan manapun mencakup 3 macam kegiatan yang berbeda yaitu :  
1. Spesification artinya objek kebijakan apa yang akan dinilai pengukuran 
2. Measurement artinya memilih tehnik pengukuran yang tepat untuk menilai hasil evaluasi terhadap objek kebijakan

3. Analysis yaitu menganalisis informasi informasi yang telah disajikan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan tentang efektif tidaknya program program Pemerintah
Penjelasan di atas bahwa penilaian meliputi 3 macam kegiatan yaitu Spesifikasi meliputi identifikasi tujuan atau kriteria di mana program tersebut akan dievaluasi. Ukuran atau kriteria ini yang akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. Rekomendasi yakni penentuan tentang apa yang harus dilakukan di masa datang (ex ante)
Pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijkan berhasil atau gagal.
Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan seperti yang di yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas (effectiveness)  berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2. Efisiensi (efficiency)  berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. 
4. Kesamaan (equity)  erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara  adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistibusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing,  yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai  untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat. 
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya –  efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan –masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. 
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Secara singkat kriteria evaluasi menurut Dun, (2003:610) dapat digambarkan pada tabel berikut ini :
Tabel 2.2
Kriteria evaluasi kebijakan

	Tipe Kriteria
	Pertanyaan
	Ilustrasi

	Efektivitas
	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai
	Unit Pelayanan

	Effesiensi
	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
	Unit biaya, manfaat bersih, rasio Cost-benefit

	 Kecukupan
	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah 
	Biaya tetap effektivitas tetap

	Perataan
	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok kelompok yang berbeda
	Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor Hick, Kriteria Rawls

	Responsivitas
	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan , preferensi, atau nilai kelompok- kelompok tertentu.
	Konsistensi dengan survei warganegara

	Ketepatan
	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar benar berguna atau bernilai
	Program Publik harus merata dan effisien


           Sumber: Dunn, (2003:610)

Pemahaman pendapat tersebut diatas bahwa dalam melakukan evaluasi kebijakan terdapat enam kriteria yang menjadikan patokan untuk evaluator untuk menilai kinerja dari kebijakan.
2.1.7. Lingkup Kinerja Pegawai
Kinerja merupakan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas kerjanya didalam organisasi / instansi secara optimal. Kinerja pegawai merupakan kemampuan dimana individu-individu atau kelompok pegawai didalam organisasi dalam melaksanakan kerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan atau direncanakan sebelumnya.
Yuniarsih dan Suwatno (2009:161) mengemukakan bahwa : “Kinerja merupakan prestasi kerja yang ditampilkan seseorang setelah yang bersangkutan menjalankan tugas dan perannya dalam organisasi”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang setelah melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu organisasi.. Sedangkan menurut Sentosa (1999 : 2 ) menyatakan mengenai kinerja sebagai berikut :
Kinerja (performance) adalah merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral ataupun etika.
Pendapat tersebut diasumsikan, bahwa kinerja pegawai atau yang sering kita sebut sebagai kerja adalah merupakan perwujudan atas hasil yang direncanakan. Dengan demikian kinerja secara ideal terwujud ketika rencana atau perencanaan yang ditentukan sebelumnya dapat berjalan secara effektif dan efesien dan mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sedarmayanti (2001:50) menerjemahkan : “ferpormance menjadi kinerja, juga berarti prestasi,pelaksanaan kerja,pencapaian kerja atau hasil kerja/ unjuk kerja/penampilan kerja”.  Prestasi kerja merupakan yang penting dalam kegiatan organisasi. Pengertian prestasi kerja antara lain merupakan hasil dari kemampuan dasar, keterampilan yang diperoleh dan untuk mencapai keinginan selama periode waktu tertentu. 
Sikula dalam Hasibuan (2005 : 25) menyatakan bahwa:  “penilaian kinerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan diajukan dalam pengembangan” sedangkan menurut Siswanto (2003:231) bahwa “penilaian kenerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen atau penyelia”. Kedua pendapat tersebut diatas menunjukkan bahwa Penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun.
  Menurut Prawirosentono (1992:2-3) mendefinisikan bahwa :

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Pendapat tersebut dapat diasumsikan, bahwa kinerja pegawai atau yang sering kita lihat sebagai kerja adalah merupakan perwujudan atas hasil yang direncanakan. Dengan demikian kinerja secara ideal terwujud ketika rencana atau perencanaan yang ditentukan sebelumnya dapat berjalan secara effektif dan efesien dan mencapai hasil yang telah ditetapkan tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika.
 Selain pengertian pengertian sebagaimana tersebut di atas Mangkunegara (2011:67) mengatakan bahwa : 

       Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Pendapat tersebut diatas menggambarkan bahwa kinerja merupakan hasil dari pada pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan tanggungjawab masing masing pegawai baik dari segi kualitas maupun kwantitasnya.

Sedangkan menurut Wexley et. al dalam Mangkunegara (2005:66): 
Kinerja (perfomance) juga dapat dipandang sebagai outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu.

Pengertian dari kedua pendapat  tersebut di atas diasumsikan bahwa kinerja adalah hasil kerja oleh sesorang atau sekelompok orang dimana kinerja pada tingkat individu mengacu kepada tanggungjawab utama atau tugas kunci yang merupakan bagian dari pekerjaan seseorang. Fokusnya kepada hasil yang diharapkan dapat dicapai seseorang dalam suatu periode tertentu.
5.2. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan teori utama yang secara spesifik menggambarkan dua variabel yang dijadikan fokus dalam penelitian. Fokus penelitian ini membahas dua variabel yaitu variabel Evaluasi dan variabel Kinerja Pegawai.
Evaluasi kebijakan  menurut Anderson  dalam Suyatna (2009 : 60) adalah:
Policy evaluation can be briefly defined as the appraisal or assessment of policy, including its contnt, implementation and inpact’ (Evaluasi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai penilaian atau pengukuran kebijakan, termasuk isi, implementasi dan dampaknya ) .
Pelaksanaan evaluasi harus ditentukan langkah – langkah yang akan diambil agar evaluasi dapat dilakukan dengan baik Schuman oleh  Nugroho (2004:199) mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:
1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

2. Analisis terhadap masalah

3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak
Pengertian dari pendapat tersebut di atas diasumsikan bahwa untuk dapat melakukan evaluasi kebijakan terdapat langkah langkah yang diambil evaluator untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Suyatna (2009:63) mengemukakan bahwa untuk dapat melakukan evalusi kebijakan publik, ada 7 kriteria yang harus dipenuhi yaitu :

1.  Relevansi : Evaluasi kebijakan harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pembuat dan pelaku pelaku kebijakan dan harus dapat menjawab pertanyaan secara benar pada waktu yang tepat.
2. Signifikansi : evaluasi kebijakan harus dapat memberikan informasi baru dan penting bagi para pelaku kebijakan melebihi dari hal-hal yang selama ini mereka anggap telah jelas dan terang

3. Validitas : Evaluasi kebijakan harus dapat memberikan pertimbangan yang persuasive dan seimbang mengenal hasil-hasil nyata dari kebijakan atau program.

4.  Relibilitas : Evaluasi kebijakan harus dapat membuktikan bahwa kesimpulan hasil evaluasi tidak didasarkan pada informasi melalui prosedur pengukuran yang tidak teliti.

5. Objektifitas : Evaluasi kebijakan harus dapat memberikan laporan kesimpulan dan informasi pendukung yang sempurna dan tidak memihak (bias), yaitu informasi yang membua evaluator-evaluator dapat mencapai kesimpulan kesimpulan yang sama.
6. Ketepatan waktu : Evaluasi kebijakan harus dapat menyediakan informasi yang tepat pada waktunya (pada waktu keputusan harus dibuat)

7. Daya guna: Evaluasi kebijakan harus dapat menyediakan informasi yang bisa dimengerti dan dipergunakan oleh pembuat dan pelaku-pelaku kebijakan yang lain.
 Pengertian diatas diasumsikan bahwa dalam melakukan evaluasi kebijakan terdapat kriteria kriteria yang harus dipenuhi dalam artian evaluasi harus relevan dengan kebijakan apa yang di evaluasi, hasil evaluasi mampu memberikan informasi baru, pelaksanaan evaluasi berdasarkan pengukuran yang teliti serta tidak memihak juga dapat berguna untuk pengembangan kebijakan.
Konsep Kinerja  menurut Wirawan (2008 :5) mengatakan bahwa “Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi fungsi atau indikator indikataor suatu pekerjaan atau profesi dalam waktu tertentu” . Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing sebuah organisasi. Rancangan system pengukuran kinerja yang akurat dan konseptual merupakan jembatan emas kearah mana keunggulan sebuah organisasi akan dibawa.
Wirawan (2008:166) mengemukakan dimensi kinerja Pegawai sebagai berikut :
1. Keterampilan Kerja, yaitu penguasaan pegawai mengenai prosedur (metode/teknik/tata cara/peralatan) pelaksanaan tugas tugas jabatannya.
2. Kualitas Pekerjaan, yaitu kemampuan pegawai menunjukkan kualitas hasil kerja ditinjau dari segi ketelitian dan kerapian.
3. Tanggung jawab, yaitu kesediaan pegawai untuk melibatkan sepenuhnya dalam melaksanakan pekerjaannya dan menanggung konsekwensi akibat kesalahan/kelalaian dan kecerobohan pribadi dalam melaksanakan tugas
4. Prakarsa, yaitu kemampuan pegawai dalam mengembangkan ide/gagasan dan tindakan yang menunjang penyelesaian tugas.
5. Disiplin, yaitu kesediaan pegawai dalam mematuhi peraturan organisasi yang berkaitan dengan ketepatan waktu masuk/pulang kerja, jumlah kehadiran, dan keluar kantor bukan untuk urusan dinas.
6. Kerjasama, yaitu kemampuan pegawai untuk membina hubungan dengan pegawai lain dalam rangka menyelesaikan tugas.
7. Kuantitas pekerjaan, yaitu kemampuan pegawai dalam menyelesaikan sejumlah hasil tugas setiap harinya.

Kinerja tersebut di atas dapat di asumsikan bahwa bagaimana perilaku pegawai dalam organisasi dalam masing-masing kedudukannya untuk dapat atau tidaknya melaksanakan beban pekerjaan dan tanggungjawab yang diembannya dalam suatu proses pekerjaan hingga menghasilkan keluaran (output) atau target tertentu secara tepat.
Nugroho ( 2004:184) menyatakan bahwa “konsep didalam konsep evaluasi selalu terikut konsep kinerja”  lebih lanjut diungkapkan Nugroho (2004:194) bahwa  :
    Tujuan dari evaluasi  implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok yaitu :1. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel tertentu. 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu?jawabannya berkenaan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome dari implementasi kebijakan.3. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik.
Evaluasi implementasi kebijakan dalam implementasinya berkenaan dengan kinerja pegawai secara individu, maka terdapat hubungan yang menunjukkan alur pemecahan masalah. Dengan demikian, secara teoritis, evaluasi kebijakan dengan kinerja pegawai secara teori memiliki hubungan . Fenomena dari kerangka pemikiran tersebut dapat disusun paradigm-paradigma sebagai berikut


Gambar 2.1.
Paradigma Berpikir tentang

Evaluasi Kebijakan dan Kinerja Pegawai
5.3 Hipotesis
Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis utama sebagai berikut : 
1. Besarnya Evaluasi Kebijakan berpengaruh pada Kinerja Pegawai Penerima Pemberian Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.

2. Besarnya Evaluasi Kebijakan yang ditentukan oleh kriteria – kriteria : relevansi, signifikansi, validitas, Relibilitas, objektivitas, ketepatan, daya guna  berpengaruh terhadap  kinerja Pegawai Penerima Pemberian tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
Dimensi kinerja Pegawai


Wirawan (2008 :166)


(Y)


Keterampilan Kerja


Kwalitas Pekerjaan


Tanggungjawab


Prakarsa


Disiplin 


Kerjasama


Kuantitas pekerjaan





Kriteria Evaluasi Kebijakan


 Suyatna  (2009:63)


(X)


Relevansi


Signifikansi 


Validitas


Reliabilitas


Objektifitas


Ketepatan 


Daya Guna
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